
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 100 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rapat kerja Badan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut dengan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut dalam rangka Pembahasan Rancangan 

Perubahan Kebijakana Umum Anggaran (KUA) dan 

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada 

tanggal 11 Agustus 2023, perlu ditambahkan 

anggaran bantuan hukum untuk masyarakat 

miskin sampai dengan proses upaya hukum, baik 

upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum 

luar biasa yang belum terakomodir dalam 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
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  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2011  Nomor  83,  

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5235); 

  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

  10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 6856); 

  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

214, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 495); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5421); 
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14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2130); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk 

Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

52); 

 

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 124 TAHUN 

2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT 

MISKIN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 124) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

 

(1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan 

Nonlitigasi. 
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(2) Besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut: 

 

NO. URAIAN BIAYA (RP) 

Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi 

1. Perkara Pidana  

 Tahap Penyidikan dan/atau Penuntutan 2.000.000,00 

 Tahap Persidangan 3.000.000,00 

2. Perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara  

 Tahap Persidangan 2.000.000,00 

 Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 3.000.000,00 

3. Upaya Hukum Banding 2.000.000,00 

 Upaya Hukum Kasasi 2.000.000,00 

 Upaya Hukum Luar Biasa 2.000.000,00 

Satuan Biaya Bantuan Hukum Nonlitigasi 

1. Konsultasi Hukum 500.000,00 

2. Mediasi/Negosiasi 500.000,00 

3. Pendampingan di Luar Pengadilan 1.000.000,00 

4. Drafting Dokumen Hukum 1.500.000,00 

 

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 33 

 

(1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi 

dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum 

setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

(2)  Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan tahapan penanganan 

perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). 

(3)  Pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai 

dilaksanakan. 

(4) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan (3) disampaikan paling lambat minggu ke 1 (satu) bulan 

Desember tahun berjalan. 
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(5) Dalam hal tahapan perkara litigasi yang ditangani Pemberi 

Bantuan Hukum belum selesai pada tahun anggaran 

berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan 

mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun 

anggaran berikutnya sampai dengan tahapan perkara yang 

ditangani selesai berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak 

dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau 

pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum dan/atau 

penyaluran anggaran bantuan hukum. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 16 Agustus 2023     

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 16 Agustus 2023       

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 100 


